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P E N E T A P A N  

Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Sim.  

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan 

penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara: 
 

Penggugat, NIK------------, tempat tanggal lahir 09 September 1990, agama Islam, 

pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat 

kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai Penggugat;  

melawan  

Tergugat, tempat tanggal lahir 05 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SMP, 

pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kota Sungai 

Penuh, sebagai Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut ; 

Setelah mempelajari berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan; 

 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2020 yang 

telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register 

nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Sim. pada tanggal 23 Nopember 2020 telah mengajukan 

gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan 

Kutipan Akta Nikah Nomor:-----------, tanggal 13 Oktober 2014; 
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2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat 

tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama 1 minggu, kemudian 

pindah ke rumah kontrakan di Kota Sungai Penuh selama 5 tahun; 
 

3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda 

sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah jejaka; 
 

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat  telah bergaul 

sebagaimana layaknya suami istri (ba’dadukhul), namun belum dikaruniai 

keturunan; 
 

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan 

harmonis, sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan; 

a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

b. Tergugat kurang perduli dan kurang perhatian kepada Penggugat; 

c. Tergugat sering berkata kasar bahkan mengusir Penggugat saat bertengkar; 
 

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering 

terjadi disebabkan sama seperti poin 5 huruf a, b dan c di atas; 
 

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin 

lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali 

dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Juni 2019, Tergugat mengantar 

Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat; 
 

8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah 

bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain; 
 

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil; 
 

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara 

ini;   

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua 

Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

menjatuhkan putusan yang amarnya: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   
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2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat 

(Penggugat);   

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan 

yang berlaku.   
 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di 

persidangan, sedangkan Tergugat  tidak hadir karena berdasarkan relaas panggilan 

tertanggal 01 Desember 2020, Tergugat tidak berdomisili di alamat yang dituju oleh 

Penggugat dalam gugatannya; 

Bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan belum menemukan 

alamat pasti dari Tergugat, kemudian Penggugat  mengajukan permohonan kepada 

Majelis agar perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Simalungun Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Sim. tertanggal 23 Nopember 2020 

dinyatakan dicabut; 

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin 

angka 3, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya 

dalam perkara ini; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup kiranya menunjuk 

hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; 

 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa, bahwa maksud dan tujuan gugatan  Penggugat  adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyampaikan maksud 

untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat belum menemukan alamat domisili 

Tergugat sekarang; 

Menimbang, terhadap maksud Penggugat tersebut, Majelis berpendapat  

bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan tersebut 

dapat dibenarkan secara hukum; 
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, 

temasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah 

dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang Undang Nomor  50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan 

kepada Penggugat; 

Memperhatikan dalil-dalil syar’i dan segala peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; 
 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Sim. 

dari Penggugat; 

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam 

register perkara; 

3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah); 

 

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan 

pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 

Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Ilmas, S.H.I. sebagai  Hakim Ketua, Muhammad 

Ali Imron Nst., S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut 

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh 

Miharza, S.H,.M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat; 

 

 

 

Ketua Majelis, 

 

Ilmas, S.H.I. 
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Hakim Anggota,       Hakim Anggota, 

 

 

Muhammad Ali Imron NST., S.H.I.     Fri Yosmen, S.H. 

 

Panitera Pengganti, 

 

 

Miharza, S.H., M.H. 

Perincian biaya perkara: 

1. Biaya Pendaftaran  Rp  30.000,00 

2. Biaya Proses Perkara  Rp  50.000,00 

3. Biaya Panggilan  Rp  330.000,00 

4. Biaya PNBP Rp  30.000,00 

5. Redaksi  Rp  10.000,00 

6. Meterai  Rp  6.000,00 

Jumlah Rp  456.000,00 

                                           (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)  
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